TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH ANAK DARI MARANGKA MARANGGI (SAUDARA LAKI-LAKI KANDUNG) AYAHNYA ADAT BATAK MANDAILING NATAL STUDI KASUS DESA HUTARAJA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL by AHMAD TARMIZI TAHER, 11521103897
 TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH 
ANAK DARI MARANGKA MARANGGI (SAUDARA LAKI-LAKI 
KANDUNG) AYAHNYA ADAT BATAK MANDAILING NATAL 
STUDI KASUS DESA HUTARAJA KECAMATAN SIABU 
KABUPATEN MANDAILING NATAL 
 
SKRIPSI  
 
 
 
 
OLEH : 
 
 
AHMAD TARMIZI TAHER 
11521103897 
 
 
 
 
PROGRAM S1 
JURUSAN HUKUM KELUARGA 
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM 
 
RIAU 
PEKANBARU 
2019 
 
  
 i 
 
ABSTRAK 
Ahmad Tarmizi Taher(2019):Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan 
Menikah Anak Dari Marangka Maranggi 
(Saudara Laki-Laki Kandung) Ayahnya 
Adat Batak Mandailing Natal Studi Kasus 
Desa HutarajaKecamatanSiabu Kabupaten 
Mandailing Natal 
 
 Perkawinan merupakan yang berlaku pada semua makhluk-Nya, 
baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara 
yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk 
berkembang biak dan melestarikan hidupnya, larangan pernikahan dalam 
bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan, yakni 
perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-
laki atau sebaliknya, laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang 
perempuan.  
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field 
research), Lokasi penelitian ini berlokasi di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu 
Kabupaten Mandailing Natal. Populasi dalam penelitian ini keseluruhuan 
kasus-kasus mengenai larangan menikah anak dari Marangka Maranggi 
(saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu 
Kabupaten Mandailing Natal sebanyak dua pasang suami isteri berjumlah 4 
orang, tokoh adat 1 orang dan masyarakat dan Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah total sampling maka itulah dijadikan sampel. Sumber data 
diperoleh melalui dua bagian yaitu: Data primer yang diperoleh secara 
langsung yaitu tokoh adat, pelaku pelanggar Larangan menikah Marangka 
Maranggi (saudara laki-laki kandung) ayahnya, dan para pihak yang dapat 
memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti, data skunder 
yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan bahan 
seperti buku yang berhubungan dengan pokok larangan menikah.  
Setelah dilakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Larangan 
menikah anak dari marangka maranggi (saudara laki-laki kandung) ayahnya 
merupakan larangan pernikahan oleh adat disebabkan karena itu dikategorikan 
masih saudaranya sendiri dan tidak baik untuk menikah, Sanksi adat larangan 
menikah anak dari marangka maranggi (saudara laki-laki kandung) ayahnya 
adalah sebagai berikut: dipotong seekor kerbau diusir dari Desa Hutaraja, 
dikeluarkan dari marganya, Ditinjau menurut hukum Islam, larangan menikah 
anak dari marangka maranggi (saudara laki-laki kandung) ayahnya ini 
bertentangan dengan hukum Islam, karena adat mengharamkan apa-apa yang 
telah Allah halalkan sebagaimana yang dijelaskan Al-Quran surat Al-Maidah 
ayat 87. Dengan demikian apabila ada masyarakat Desa Hutaraja yang 
melanggar larangan menikah anak dari marangka maranggi ayahnya maka 
hukumnya (Mubah) atau boleh. Adapun sanksi yang diberlakukan bagi yang 
melanggar menikah anak dari marangka maranggi (saudara laki-laki kandung)  
ayahnya ini tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan hukum Islam. 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh.
1
 Perkawinan itu juga disebut dengan 
“pernikahan”2, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya kumpul.  
Maka nikah bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad 
nikah.
3
Undang-undang no 1 tahun 1974 bab I pasal I disebutkan bahwa : 
“perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 
perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
4
 
Islam telah memerintahkan kita untuk menegakkan kehidupan rumah 
tangga dengan kasih sayang, kecintaan dan ketentraman, hal ini dimaksudkan 
untuk mengembangkan keturunan, melahirkan generasi yang diberikan Allah 
SWT.  
Sehingga bisa membentuk dan mendidik anggota keluarga dan anak-
anak sesuai dengan ajaran syariat agama Islam dengan baik. Syariat Islam 
                                                             
1
 Dep Dikbud, kamus besar bahasa indonesia. (jakarta: balai pustaka, 1994), Cet ke 3, 
edisi kedua. Hlm 456 
 
2
  Abdul Rahman Ghazali, Fqih Munakahat,(jakarta: pranadamedia Grup, 2003), Cet I, 
hlm 7 
 
3
  Tihami, Sohari Sahrani, Fqih munakahat kajian Fqih kajian Lengakap,( jakarta, PT 
Raja Grapindo Persada, 2009), Cet I. Hlm 7 
 
4
 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal I (jakarta: PT sinar 
Grafika, 2004). 
1 
  
     
 
2 
sangat memperhatikan segalanya baik pernikahan, thalak, mahar, keturunan 
dan lainnya. Pernikahan merupakan suasana salihah yang menjurus kepada 
pembangunan serta ikatan kekeluargaan, memelihara kehormatan dan menjaga 
dari segala keharaman.
5
 
Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 
semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia 
adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-
Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.
6
 
Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup 
bebas mengikuti nalurinya dan berhubung antara laki-laki dan perempuan tidak 
ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, 
maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. 
Selain terdapat anjuran untuk melaksanakan pernikahan, dalam Islam 
juga mengatur tentang larangan pernikahan, yang dalam kitab-kitab fikih 
disebut Almuharramat Minal-Nisa.  
Larangan pernikahan dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang 
tidak boleh melakukan pernikahan, yakni perempuan-perempuan mana saja 
yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya, laki-laki mana 
saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.
7
 
                                                             
5
  Mahmud Yunus, Hukum perkawinan dalam Islam,( jakarta: PT Hidakarya Agung, 
1990). hlm 6 
 
6
 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 
hlm 9 
 
7
 Amir Syarifuddin, Hukum 
Perkawinan
 Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 
109. 
  
     
 
3 
Firman Allah dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 22-23, yaitu: 
لا َٔ  لاٍِثَس َءاَس َٔ  ًارْمَي َٔ  ًحَشِدَاف ٌَ اَك ُ ََِّّإ ََفهَس َْذل اَي ِلاإ ِءاَسُِّنا ٍَ ِي ْىُكُؤَاتآ َخََك  اَي إُذِكُْ َذ
(٢٢ ُخَاَُت َٔ  ِرلأا ُخَاَُت َٔ  ْىُُكذلااَخ َٔ  ْىُُكذا ًَّ َػ َٔ  ْىُُكذا َٕ ََخأ َٔ  ْىُُكذَاَُت َٔ  ْىُُكذَآ َُّيأ ْىُكٍْ َهَػ ْدَي ِّشُد )
 َٔ  ِدْخلأا ًِذلانا ُىُُكِثئَاتَس َٔ  ْىُكِئاَِسَ ُخَآ َُّيأ َٔ  ِحَػاَض َّشنا ٍَ ِي ْىُُكذا َٕ ََخأ َٔ  ْىَُكُْؼَضَْسأ ًِذلانا ُىُُكذَآ َُّيأ
 ْىُكٍْ َهَػ َحَاُُج َلاف ٍَّ ِٓ ِت ُْىرْهَخَد إََُُٕكذ َْىن ٌْ ِ َئف ٍَّ ِٓ ِت ُْىرْهَخَد ًِذلانا ُىُكِئاَِسَ ٍْ ِي ْىُكِسُٕجُد ًِف
 ُِمئلاَد َٔ  ٌَ اَك َ َّاللَّ ٌَّ ِإ ََفهَس َْذل اَي ِلاإ ٍِ ٍْ َرْخلأا ٍَ ٍْ َت إُؼ ًَ َْجذ ٌْ َأ َٔ  ْىُكِتلاَْصأ ٍْ ِي ٍَ ٌِزَّنا ُىُكِئَاَُْتأ
ا ً ٍِدَس اًسُٕفَغ 
8
 
Artinya:” Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya 
perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan 
(yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu 
anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan 
saudara-saudara bapakmu yang  perempuan saudara-saudara 
ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang laki-laki anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang perempuan ibu-ibumu yang menyusui kamu  
saudara perempuan sepersusuan ibu-ibu istrimu (mertua) anak-anak 
istrimu yang dalam pemeliharaanmu. 
   
Dalam Islam mahram yang dilarang menikah terbagi pada dua yaitu: 
1. Mahram Muabbad adalah mahram yang diharamkan menikah untuk selama-
lamanya yaitu karena hubungan nasab, persesusuan dan persemendaan. 
2. Mahram Muaqqat adalah mahram yang dilarang menikah untuk sementara 
waktu, larangan tersebut akan hilang atau batal dengan adanya perubahan 
keadaan. Larangan itu adalah larangan perzinaan, larangan jumlah, larangan 
                                                             
8
 Mahmmud Yunus, Al-Quram Terjemahan dan Tafsir Mukhtasar. Cet ke II, (Selangor. 
PT: Darull Furqan 2013, hlm. 114 
  
     
 
4 
pengumpulan dua saudara perempuan, larangan kekufuran, larangan ihram 
dan larangan iddah.
9
  
Desa Hutaraja merupakan suatu desa yang berada di Kecamatan Siabu 
Kabupaten Mandailing Natal. Penduduknya 100% penganut agama Islam, 
sehingga pada desa ini masih berpegang teguh pada agama Islam disamping 
adat istiadat. Masyarakat Desa Hutaraja terdiri dari beberapa marga yaitu 
marga Nasution, Lubis, Batubara. 
Adat dan kebudayaan ini masih sangat kental di desa Hutaraja sampai 
sekarang adat itu masih berlaku dan tidak ada berubah sesuai dengan 
perkembangan zaman, dan masyarakat Desa Hutaraja sangat menjaga aturan 
dari tokoh-tokoh terdahulu mereka.
10
   
Adat istiadat berarti peraturan atau tata cara hidup dan kehidupan yang 
disebut juga kebiasaan, menurut kebanyakan ulama adat disebut juga dengan 
„Urf. Adapun yang dimaksud dengan „Urf adalah apa yang saling diketahui dan 
saling dijalani oleh manusia, berupa perkataan, perbuatan dan meninggalkan 
segala hal.
11
 Adat dijadikan sebagai sumber hukum asal adat tersebut tidak 
bertentangan dengan hukum Islam atau yang disebut „Urf Shahih. Hal ini 
sesuai dengan kaidah  
حًكذًنا جداؼنا 
Artinya: Suatu adat (kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber hukum.
12
  
                                                             
9
 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid. (jakarta: pustaka Azzam, 2007), jilid ke 2, h. 77-91 
 
10
  Pak Amrin Wawancara pada tgl 5 bulan 1 2019 jam 02 wib 
 
11
 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usul Fiqih(Semarang: Dina Utama semarang, 1994) cet, 
ke 1, h. 122. 
 
12
 Abd Rahman Dahlan, Usul Fiqih,(jakarta: Amzah, 2010) Cet ke 1, h, 213. 
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Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal memiliki 
larangan pernikahan menurut adat selain dari larangan pernikahan dalam Islam. 
Wawancara penulis dengan Harajaon Amrin (kepala suku) umurnya 52 
mengatakan larangan pernikahan anak dari Marangka Maranggi (saudara laki-
laki kandung) ayahnya itu diharamkan dan apabila ada yang melanggarnya ada 
sanksi dari adat. Adapun sanksi larangan menikah anak Marangka Maranggi 
(saudara laki-laki kandung) ayahnya itu sebagai berikut: 
1. Dipotong kerbau satu  
2. Dikeluarkan dari Marganyanya. 
3. Dimasak berupa sipulut (ketan)  
Namun larangan menikah anak Marangka Maranggi (saudara laki-laki 
kandung) ayahnya ini sekarang dilanggar oleh masyarakat Desa Hutaraja. 
Contohnya Robbiani Lubis dengan suaminya Abdul Hanif Lubis dan Latifah 
Batubara dengan suaminya Gilam Batubara. Melihat adanya pertentangan 
antara adat masyarakat Desa Hutaraja dengan hukum Islam, maka pernikahan 
yang ada di Desa Hutaraja ini yaitu melarang menikah anak dari Marangka 
Maranggi (saudara laki-laki kandung)  ayahnya  ini tidak terdapat larangan 
menikah yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 22-23 dan Surat Al-Ahzab ayat 
50. 
 
 
Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-ahdzab ayat 50 yaitu:  
  
     
 
6 
 َأ ا ًَّ ِي َُكٍُ ًِ ٌَ ْدََكهَي اَي َٔ  ٍَّ َُْسُُٕجأ َدٍْ َذآ ًِذ َّلانا َكَجا َٔ َْصأ ََكن َاَُْههَْدأ اََِّإ ًُّ ِثَُّنا َآٌَُّأ َاٌ ُ َّاللَّ َءَاف
 َِكذا ًَّ َػ ِخَاَُت َٔ  َك ًِّ َػ ِخَاَُت َٔ  َكٍْ َهَػ  ًَجأَشْيا َٔ  َكَؼَي ٌَ ْشَجَاْ ًِذ َّلانا َِكذَلااَخ ِخَاَُت َٔ  َِكناَخ ِخَاَُت َٔ
 ْؤ ًُ ْنا ٌِ ُٔد ٍْ ِي ََكن ًحَِصناَخ َآَذِكُْ َرَْسٌ ٌْ َأ ًُّ ِثَُّنا َداََسأ ٌْ ِإ ًِّ ِثَُِّهن َآَسَْف  َْدَثْ َٔ  ٌْ ِإ ًَحُِيْؤُي َْذل ۗ ٍَ ٍُِِي
 ِف ْىِٓ ٍْ َهَػ َاُْضََشف اَي َاُ ًْ ِهَػ ُ َّاللَّ ٌَ اَك َٔ  ۗ ٌجَشَد َكٍْ َهَػ ٌَ َُٕكٌ َْلاٍَكِن ُْىَُٓا ًَ ٌْ َأ ْدََكهَي اَي َٔ  ْى ِٓ ِجا َٔ َْصأ ً
ا ً ٍِدَس اًسُٕفَغ
13
 
Artinya:”Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-
isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya 
yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam 
peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) 
anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak 
perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan 
dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara 
perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan 
mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau 
mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua 
orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami 
wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba 
sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. 
Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
 
Ayat ini merupakan panggilan mulia bagi Rasulullah saw dari Rabb 
semesta alam. Didalamnya mengandung suatu izin atau pembolehan dari Allah 
kepada Rasulnya yang bertujuan untuk meringankan beban yang dialami oleh 
Rasulullah saw dan Allah adalah Maha Mengetahui apa yang dirasakan oleh 
Rasulnya itu. Pada ayat ini juga terdapat cara untuk mengatasi problem agama 
dan duinia. Oleh sebab itu Allah memberikan Karunianya kepada beliau guna 
meringankan beban beliau serta mengangkat kesusahan yang beliau derita. 
Allah berfirman sebagai anugrah kepadanya,” Hai Nabi sesungguhnya kami 
telah menghahlalkan bagimu ister-isterimu yang telah kamu berikan 
                                                             
13
Ibid, hlm. 647 
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maskawinnya” yaitu mahar mereka. Dan kami halalkan untukmu hamba 
sayaha yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam 
peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Berupa tawanan perang seperti 
Shafiyyah binti Habib dan Juwairiyah binti Al-Harits. “dan demikian pula 
anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan 
dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-
laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang 
turut hijrah bersama kamu” dari Mekah ke madinah. 
Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 50 ini: 
1. Penjelasan pemuliaan Allah terhadap Nabinya dengan memberikan 
keringanan sebagai rahmat baginya. Hal itu ditunjukan dengan bolehnya 
beliau memiliki isteri lebih dari empat orang. Sedangkan bagi kaum 
mukmin yang lain hanya dibatasi sampai dengan empat orang saja. 
Dibolehkan bagi beliau untuk menikahhi wanita yang menyerahkan dirinya 
untuk dinikahi tanpa ada mahar dan wali. Akan tetapi, hal itu tidak boleh 
bagi selain beliau, kecuali dengan membayar mahar kepada calon isteri, 
harus ada wali dan saksi-saksi. 
2. Penetapan hukum-hukum pernikahan bagi orang-orang mukmin. 
3. Penjelasan luasnya rahmat dan ampunan Allah terhadap hamba-hambanya 
yang mukmin.
14
 
Berdasarkan fenomena ini yang mengharamkan menikah anak dari 
marangka maranggi (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja 
                                                             
14
 Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Tafsir Al-Quran Al-Aisar tejemahan.( Jakarta, 
Darus Sunah  ) jld 5,hlm. 842-843 
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Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal penulis tertarik dan meneliti 
mengenai larangan tersebut sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk 
karya ilmiyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan 
Menikah Anak Dari Marangka Maranggi (Saudara Laki-Laki Kandung) 
Ayahnya Adat Batak Mandailing Natal Studi Kasus Desa Hutaraja 
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”. 
B. Batasan Masalah  
Berdasarkan latar belakang penulis sampaikan diatas begitu banyaknya 
permasalahan  didalam larangan menikah anak dari Marangka Maranggi 
(saudara laki-laki kandung) ayahnya baik dari wali, dan marga. maka penulis 
kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dengan masalah 
yang diinginkan adapun batasan masalah yang diteliti larangan menikah anak 
dari marangka maranggi (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja 
Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana alasan Larangan menikah anak dari Marangka Maranggi 
(saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja kecamatan Siabu 
Kabupaten Mandailing natal. 
2. Apa sanksi larangan menikah Anak dari Marangka Maranggi (saudara laki-
laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja kecamatan Siabu Kabupaten 
Mandailing natal. 
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3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap adat melarang menikah anak 
dari Marangka Maranggi (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa 
Hutaraja Kecamatan siabu Kabupaten Mandailing natal. 
D. Tujuan penilitian dan manfaat penilitian 
1. Tujuan penelitian  
a) Untuk mengetahui alasan Larangan menikah anak dari Marangka 
Maranggi (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja 
kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. 
b) Untuk mengetahui sanksi larangan menikah Anak dari Marangka 
Maranggi (saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja 
kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. 
c) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan menikah 
anak dari Marangka Maranggi (saudara laki-laki kandung) ayahnya di 
Desa Hutaraja Kecamatan siabu Kabupaten Mandailing Natal.  
2.  Manfaat penilitian 
a. Penilitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih gelar 
sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 
Negri Sulthan Syarif kasim riau. 
b. Dapat  dijadikan pedoman bagi pihak yang berkepentingan dan dengan 
penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sendiri dalam 
menerapkan disiplin ilmu yang diterima dibangku kuliah. 
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c. Sebagai penambah khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang larangan 
menikah anak dari Marangka Maranggi (saudara laki-laki kandung) 
ayahnya di Desa Hutaraja kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. 
E. Metode penelitian  
1. Jenis dan sifat penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research), yaitu 
penyusunan mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu Desa 
Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal kemudian didapati 
dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama untuk menelitinya. 
2. Lokasi penelitian  
Penelitian ini berlokasi di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten 
Mandailing Natal. 
3. Subjek dan objek penelitian  
Subjek penelitian ini adalah tokoh adat, masyarakat Desa Hutaraja, dan 
dua pasang suami isteri yang menikah marangka maranggi (saudara laki-laki 
kandung) ayahnya. 
Objek penelitiannya pelaku-pelaku yang menikah anak dari Marangka 
Maranggi (saudara laki-laki kandung)   ayahnya. 
4. Populasi dan sampel 
Adapun populasi dalam penelitian ini keseluruhuan kasus-kasus 
mengenai larangan menikah anak dari Marangka Maranggi (saudara laki-laki 
kandung) ayahnya di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing 
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Natal sebanyak dua pasang suami isteri berjumlah 4 orang, tokoh adat 1 orang 
dan masyarakat. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling 
maka itulah dijadikan sampel. 
5. Sumber data 
a. Data primer itu data yang diperoleh secara langsung yaitu tokoh adat, 
pelaku pelanggar Larangan menikah Marangka Maranggi (saudara laki-
laki kandung) ayahnya, dan para pihak yang dapat memberikan 
keterangan terhadap permasalahan yang diteliti. 
b. Data skunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang 
merupakan bahan seperti buku yang berhubungan dengan pokok larangan 
menikah. 
6. Teknik pengumpulan data  
a. Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung 
kelapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi di lapangan. 
b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanyak jawab dengan dua pasangan 
suami isteri dan tokoh adat Desa Hutaraja Kecamatan siabu Kabupaten 
Mandailing Natal. 
c. Studi pustaka adalah dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian.  
7. Teknik analisis data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis  
penelitian kualitatif  yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut 
diklarifikasi dalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data 
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tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang 
lainnya. Sehingga akhirnya akan memperoleh gambaran yang utuh tentang 
masalah yang diteliti. 
8. Teknik penulisan data  
Deduktif adalah mengemukakan data yang bersifat umum yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang 
bersifat khusus. 
F. Sistematika Penulisan 
Demikian untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan 
ini, penulisan ini dibagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
BAB I :  Pendahuluan 
a. Latar Belakang Masalah 
b. Batasan Masalah 
c. Rumusan masalah 
d. Tujuan dan manfaat penilitian 
e. Metode penelitian 
f. Sistematika penelitian  
g.  
BAB II :  Gambaran Umum Desa Hutaraja 
a. Sejarah geografis 
b. Ekonomis dan Mata pencaharian 
c. Pendidikan 
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d. Keagamaan 
e. Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Hutaraja Siabu.  
BAB III : Kajian Teori Tentang Pernikahan 
a. Pengertian pernikahan 
b. Pengertian mahar 
c. Dasar hukum pernikahan 
d. Rukun dan syarat sah pernikahan 
e. Larangan pernikahan dalam Islam 
BAB IV: Pembahasan Dan hasil Penelitian bLarangan Menikah 
Anak Dari Marangka Maranggi (Saudara Laki-Laki 
Kandung) Ayahnya Di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu 
Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Menurut Hukum 
Islam. 
a. Alasaan Larangan menikah anak  dari Marangka Maranggi 
(saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja 
kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. 
b. Sanksi larangan menikah Anak dari Marangka Maranggi 
(saudara laki-laki kandung) ayahnya di Desa Hutaraja 
kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal 
c. Tinjauan Hukum Islam terhadap larangan menikah anak  
dari Marangka Maranggi (saudara laki-laki kandung) 
ayahnya di Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten 
Mandailing Natal. 
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BAB  V :  Kesimpulan Dan Saran 
A. Kesimpulan  
B.  Saran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
GAMBARAN UMUM DESA HUTARAJA KECAMATAN SIABU 
KABUPATEN MANDAILING NATAL 
 
A. Sejarah geografis Desa Hutaraja 
Desa Hutaraja merupakan salah satu desa yang berada di wilayah 
Kecamatan Siabu yang berjarak lebih kurang 25 km dari pusat kota 
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, desa ini dibuka 
pada tahun 1920 merupakan sebuah Desa Raja yang mayoritas masyarakatnya 
berasal dari Mandailing  Julu, dan pada saat itu nama Raja tersebut Tuan 
Mangaraja Soripada Mulia dan sekarang penerusnya anak dari Tuan Mangaraja 
Soripada Mulia yang bernama Sutan Iskandar Muda atau yang sering dipanggil 
dengan nama Amrin dan di Desa Hutaraja ini kepercayaan masyarakat terhadap 
hukum adat masih kental dan kebanyakan bermarga Lubis, Babtubara, 
Nasution.  
Mengenai luas Wilayah Desa Hutaraja sebagai berikut: 
Tabel II. I 
 
Luas wilayah desa Hutaraja 
 
No Area tanah Luas 
1 Desa Hutaraja 1   km 
2 Persawahan 60  ha 
 Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017 
Desa Hutaraja ini mempunyai iklim tropis dengan curah hujan sedang 
yaitu 30-40 derajat celcius dan terletak dipegunungan dan Desa Hutaraja 
15 
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mayoritas penduduk bermata pencaharian petani, mayoritas petani padi dan 
cabe. 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sihepeng  
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hutapuli  
c. Sebelah Timur berbatasan dengan daerah panobari  
d. Sebelah Timur berbatasan dengan gunung   
Berdasarkan data statistik dari Desa Hutaraja Kecamatan siabu 
Mandailing Natal penduduk Desa berjumlah 1.450 jiwa dan terdiri dari 434 KK 
(Kepala Keluarga) dimana mayoritas penduduknya marga Lubis, Batubara, 
Nasution  dan 100% beragama Islam. Penduduk Desa Hutaraja dilihat dari 
jenis kelaminnya sebagaimana pada tabel II.2 dibawah ini: 
    Tabel II.2 
 
 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
 
No Jenis Kelamin  Jumlah  
1 Laki-laki 725 
2 Perempuan 705 
3 Jumlah 1, 457 
  Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017 
Dari tabel diatas dilihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin lako-
laki lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah perempuan, yaitu laki-laki 
725 orang dengan jumlah persentase 50,62% sedangkan jumlah perempuan 705 
orang dengan jumlah persentase 49,37%. 
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B. Pendidikan 
Pendidikan merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan 
perorangan, keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat bahkan bahkan 
berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa maupun negara dapat 
ditentukan oleh majunya pendidikan dan bangsa maupun negara itu sendiri. 
Masyarakat Desa Hutaraja pada umunya pandai tulis baca, namun demikian 
masyarakat tersebut secara formal ada yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD), 
SMP, SMA dan ada juga yang sampai perguruan tinggi. 
Taraf pendidikan masyarakat Desa Hutaraja masih relatif rendah hal ini 
terbukti bahwa pendidikan mereka rata-rata hanya ditingkat SMP, hal ini 
disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menuntut ilmu 
pengetahuan untuk mengetahui secara rinci tentang sarana pendidikan 
penduduk Desa Hutaraja dapat dilihat tabel II.3 
Tabel II.3 
Pendidikan 
 
NO Jenis Sekolah Jumlah 
1 SMP 1 
2 SD 2 
3 MDA 2 
 JUMLAH 5 
Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017 
 
Dari tabel II.3 diatas dapat dilihat bahwa secara pendidikan yang ada di 
Desa Hutaraja kurang memadai dan sederhana dengan jumlah 3 unit sarana 
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pendidikan jumlah sarana pendidikan tersebut masing-masing yaitu SD, MDA, 
SMP. 
TABEL II. 4 
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Hutaraja 
NO 
Tingkat 
Pendidikan 
Jumlah 
1 SD Sederajat 258  orang 
2 Smp Sederajat 351 orang 
3 Sma Sederajat 425  orang 
4 Putus Sekolah 52 orang 
5 Perguruan Tinggi 28 orang 
 Jumlah 1,114 
Sumber data : dokumen Desa Hutaraja 2017 
Dari tabel II.4 diatas dapat dilihat bahwa Desa Hutaraja secara umum 
tingkat pendidikannya tergolong rendah dimana kebanyakan dari penduduknya 
adalah tamatan Smp bahkan ada yang putus sekolah. 
Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunnan berkembang 
baik di Desa Hutaraja, pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang 
memadai pada umumnya adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Hutaraja 
adalah SD, SMP, MDA, jumlah lembaga pendidikan tersebut  sangatlah kurang 
dalam hal pendidikan.   
 
 
  
     
 
19 
C. Ekonomis dan Mata pencaharian 
Tabel II.5 
Ekonomis dan Mata pencaharian 
 
NO 
Jenis Mata 
Pencarian 
Jumlah 
1 Petani 265 orang 
2 Pedagang 40 orang 
3 PNS 9 orang 
4 Sopir 10 orang 
5 Buruh 93 orang 
 Jumlah 448 
  Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017 
 
Dari tabel II.4 diatas dapat dilihat bahwa mata pencarian Desa Hutaraja 
pada umumnya adalah bekerja disawah atau berladang padi dengan jumlah 265 
orang. Dan sebagai pedagang 40 orang, sebagai pegawai negeri sipil 9 orang, 
sebagai sebagai sopir 10 orang Sebagai buruh 93 orang.  
D. Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Hutaraja  
Adat istiadat merupakan salah satu dari ciri setiap masyarakat 
diamanapun dia berada, diantara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki 
adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan 
lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul. 
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Menurut bahasa adat berarti aturan, perbuatan dan sebagainya, 
disamping sebagai sesuatu yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman 
dahulu kala.
15
 
Sedangkan menurut istilah Abdul Wahab Khalaf memberikan 
pengertian tentang adat adalah
16
 “suatu yang dibiasakan oleh manusia 
senantiasi mereka kerjakan atau mereka tinggalkan baik perkataan maupun 
perbuatan, dengan pengertian diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa adat 
istiadat adalah suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa 
diikuti oleh daerah lain atau masyarakat disaat itu dan masyarakat 
sesudahnnya. 
Soekanto mengatakan adat adalah merupakan kompleks adat-adat yang 
kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan 
mempunyai sanksi atau akibat hukum. 
Supomo mengatakan hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam 
peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun 
ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat 
berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan itu mempunyai 
kekuatan hukum.
17
  
Dari uraian diatas memberikan pemahaman bahwa adat istiadat 
dijadikan sebagai perundang-undangan. Demikian urgensinya masalah adat, 
                                                             
15
 W.J.S. Poerwardanita, kamus umum bahasa Indonesia, (Jakarta:balai pustaka, 1976) 
cet ke 1. Hlm 156 
 
16
 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul fqih,(Bandung Gema Risalah Press, 1976), cet ke 1. 
Hlm 89 
 
17
  Yulia, Hukum Adat ( Sulawesi, PT: Unimal Pres  2016), cet I. Hlm: 2-3  
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sehingga banyak pantangan-pantangan yang diterapkan bagi pelanggarnya. 
Penduduk Desa Hutaraja mayoritas adalah suku Mandailing dan bermarga 
Nasution, Batubara, Lubis, dan tidak ada yang membedakan satu sama lain 
akan tetapi jika ada pelanggaran dalam adat Desa Hutaraja dalam hal menikah 
anak marangka maranggi ayahnya itu menjadi masalah sebab sudah melanggar 
peraturan di Desa Hutaraja. 
E. Keagamaan 
Secara keseluruhan masyarakat Desa Hutaraja Kecamatan Siabu 
Kabupaten Mandailing Natal merupakan memeluk agama Islam. Sarana ibadah 
terdiri dari Masjid dan Mushalla. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data: 
Tabel II 6 
 
Sarana Ibadah Desa Hutaraja 
 
NO Jenis Sarana Ibadah Jumlah 
1 Mesjid 1 
2 Mushalla 2 
 JUMLAH 3 
  Sumber data: Dokumen Desa Hutaraja 2017 
 
 Apabila dilihat dari ketaatan mereka dalam menjalankan ajaran 
agama, maka mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang taat 
menjalankan ibadah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan keagamaan 
yang mereka lakukan di rumah warga yang terdapat di Desa Hutaraja yaitu: 
 
 
  
     
 
22 
1.  yasinan  
Merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin satu 
kali dalam satu minggu dalam komponen masyarakat hadir dalam rangka 
menambah rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Kegiatan 
keagamaan membaca surat yasin di Desa Hutaraja dihadiri oleh ibu-ibu yang 
secara keseluruhan berjumlah 70 orang yang pelaksanaannya dirumah-rumah 
warga yang sudah ditentukan setiap harinya dengan cara bergilir. 
Dan pada anak pemuda dan pemudi di Desa Hutaraja juga atau sering 
disebutkan di Desa Hutaraja adalah Naposo Nauli Bulung disetiap malam 
rabunya terkhusus bagi pemudi saja yasinan sampai selesai, dan untuk 
pemudanya dimalam jum‟at sampai selesai.  
2. Taklim  
Merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sekali seminggu di 
Desa Hutaraja yang menyelengarakan ibu-ibu dan masyarakat Desa Hutaraja 
dimana pada hari itu diundang seorang guru Agama atau Ustazd kondang dan 
setelah itu nanti diberikan pada masyarakat Desa Hutaraja bertanyak tentang 
berbagai hal sepeerti keagamaan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
KAJIAN TEORI TENTANG PERNIKAHAN 
 
A. Pengertian Pernikahan 
Kata nikah berasal dari bahasa arab,  خكَ-   خكٌُ– اداكَ  yang berarti kawin 
atau nikah.
18
 Secara bahasa nikah berarti (  ّى َّضنا ) mengumpulkan atau sebuah 
hubungan Intim (Wathi’) dan Akad sekaligus yang dalam syariat Islam dikenal 
dengan Nikah. Dalam referensi lain nikah juga diartikan akad atau hubungan 
badan dan ada pula yang mengartikan sebagai percampuran.
19
 
Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan nikah adalah 
perjanjian anatara perempuan dan laki-laki dengan resmi.
20
 
Secara terminologi para ulama kita mendefenisikan nikah dengan 
redaksi yang sngat berbeda, meskipun kata nikah memiliki banyak arti namun 
tetap mengandung arti yang  sama: berikut penulis kemukakanbeberpapa 
pengertian nikah yang dikemukakan oleh ulama.   
Menurut Ulama Hanafiyah, mendefenisikan Nikah dengan: 
 حؼرًنا كهي ذٍفٌ ذمػ َّات حاكُنااذصل  
Artinya: Akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan 
yang dilakukan dengan sengaja”. 
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  Ahmad Warson Munawir, kamus Arab Indonesia.( Surabaya: Pustaka progresif, 
1997), cet ke 3, hlm. 1464  
 
19
  Wahbah Al-Zuhaily, fiqh Al-Islam Adillatuhu Terjemahan,( Jakarta: Pustaka Gema 
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Menurut Ulama Malikiyah, kata Nikah diartikan sebagai berikut: 
حٍُثت آرًٍل ةجٕي شٍغ حٍيدات رزهرنا ّؼري دشجي ىهػ ذمػ َّات حاكُنا 
Artinya: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata 
untuk memperbolehkan watha‟, bersenang-senang dan menikmati apa 
yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya” 
Menurut Ulama  Syafi‟iyah mendefenisikan nikah sebagai berikut:  
ػ َّات حاكُناآًُؼي ٔا جٌٔضذ ٔا حاكَا ظفهت ءطٕنا كهي ًٍضرٌ ذم  
Artinya: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan 
watha‟ dengan lafadz inkah atau tazwij atau yang satu makna dengan 
keduanya.
21
 
Dengan melihat pengertian nikah yang dikemukakan oleh para Ulama 
diatas, terdapat dua unsur pengertian yaitu: pertama pernikahan ditujukan 
untuk bersenang-senang ( bersetubuh) atau Wathi‟, dan yang kedua pernikahan 
diartikan juga dengan akad, yaitu mesti menggunakan kata ankaha dan Tazwij, 
yang tujuannya untuk menghalalkan hubungan persetubuhan tersebut. 
Menurut Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan 
adalah ikatan lahir bathim antara seorang pria dengan wanita sebagai suami 
isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.
22
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Dalam kompilasi hukum Islam perkawinan didefenisikan sebagai 
pernikahan yaitu “Akad yang sangat kuat atau Mitsaqan Ghalidzan untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.
23
 
Dari pengertian kata nikah diatas dapat dipahami bahwa pernikahan 
adalah perjanjian yang sakral antara laki-laki dengan perempuan untuk 
membentuk rumah tangga yang bahagia. Selain itu pernikahan adalah tidak 
hanya janji yang menghalalkan persetubuhan, tapi pernikahan juga merupakan 
suatu perikatan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi dalam hidup berumah tangga sesuai dengan 
ajaran Islam. 
B. Defenisi Mahar 
Secara etimologi, mahar berasal dari kata Arab yaitu ( شٓي) bentuk 
mufrad sedang bentuk jamaknya adalah (سٕٓي) yang berarti Maskawin.24 Secara 
terminilogi sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, mahar adalah 
pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai jalanuntuk menjadikan istri 
berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.
25
 
Sedangkan menurut Imam Syafi‟i mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan 
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oleh laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota 
badannya.
26
 
Sebagaimana ulama mendefenisikan mahar sebagai berikut: 
 ِحاَكُِّناِذْمَؼُِتَجأْش ًَ ْنا ُ ُّّمَِذرَْسذاَي  ِءْط َٕ ْنا ِٔ َأ  
Artinya: Mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab 
adanyaakad nikah.
27
 
Sedangkan menurut ulama Malikiyyah mahar adalah:
28
 
َآِت ِعَار ًَ ِرْسَِءلااِشٍْ َِظ  ًْ ِف ِّ َج ْٔ َِّضهن ُمَؼَْجٌاَي 
Artinya: Mahar adalah sesuatu yang dibayarkan kepada istri sebagai imbalan 
atas jasa pelayanan kebutuhan biologis. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah 
pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik 
berbentuk uang atau jasa yang tidakbertentangan dengan hukum islam.
29
 
Quraish Shihab dalam bukunya wawasan Al-Qur‟an menyatakan bahwa 
mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untukmemberi nafkah 
lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mahar itu bersifat lambang, 
maka sedikit pun jadilah. Dan agama menganjurkanagar mahar merupakan 
sesuatu yang bersifat materi, karena itu bagi orang yang tidak memilikinya 
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dianjurkan untuk menagguhkan perkawinan sampai ia memiliki kemampuan. 
Tetapi jika karena sesuatu dan lain hal ia harus juga kawin, maka besi pun 
jadilah.
30
 
Dari pengertian-pengertian mahar di atas dapar disimpulkan bahwa 
mahar adalah pemberian yang diberikan suami kepada istri sebagai pemberian 
wajib dalam ikatan perkawinan yang sah serta pertanda atas kerelaan 
merekauntuk hidup sebagai suami istri. 
C. Pengertian Urf  
Istilah tradisi didalam Islam dikenal dengan nama „urf. Secara etimologi 
„urf berarti baik.31 Sedangkan secara terminologi „urf  adalah sesuatu yang 
telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankannya (sebagai 
kebiasaan), baik dalam bentuk perkataan atau meninggalkannya.
32
  
Menurut Abdul Karim Zaidan, Istilah „urf berarti: 
مؼف ٔأ لٕل ٍي ّذاٍد ًف ٍّهػ ساسٔ ِدارػأ غًرجًنا ّفنأ اي 
 
Artinya: sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah 
menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka baik berupa 
perbuatan maupun perkataan.
33
 
 
Mengenai adat yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat antara 
lain: 
Tidak bertentangan dengan nash baik Alquran maupun sunnah. 
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28 
1. Tidak menyebabkan kemaslahatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan 
termasuk memberi kesempitan  dan kesulitan. 
2. Telah berlaku padad umumnya kepada kaum muslimin, dalam arti bukan 
hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja 
3. Tidak berlaku didalam masalah ibadah mahdhah.34  
Menurut Imam Malik ‘urf  terbagi kepada dua yaitu: 
1. Urf yang diakui dan ditetapkan tidak akan berubah dengan perubahan masa 
dan tempat. Yaitu urf yang merupakan fitrah manusia dan tabiat manusia 
seperti: makan, minum, tidur dan lainnya. 
2. Urf yang dapat berubah dengan perubahan masa dan tempat. 
Pandangan Imam Malik diatas, menunjukkan bahwa urf bukanlah suatu 
hal yang terdogma dan tidak dapat berubah seiring dengan perubahan zaman, 
tempat dan kebudayaan. Dari segi kebahasannya dalam pandangan syara‟, urf 
terbagi kepada dua macam yaitu: 
a. Al-urf Al-Shahih adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh 
orang banyak tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya 
yang luhur. Yang tidak menghilangkan kemaslahatan merekadan tidak pula 
membawa mydharat kepada mereka. 
b. Al-urf Al-fasid adalah adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata 
pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang 
Negara dan sopan santun.
35
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c. Urf  yang diakui dan ditetapkan tidak akan berubah dengan perubahan masa 
dan tempat. Yaitu urf yang merupakan fitrah manusia dan tabiat manusia 
seperti: makan, minum, tidur dan lainnya. 
d. Urf  yang dapat berubah dengan perubahan masa dan tempat. 
D. Dasar Hukum pernikahan 
Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang meberikan 
banyak manfaat penting. Diantaranya untuk untuk membembentuk sebuah 
keluarga, ileh sebab itu banyak dasar hukum perkawinan terdapadat dalam 
Alquran, Hadist, dan pendapat Ulama. 
a. Alquran 
Pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan kokoh Mitsaqan 
Ghalizdan, oleh sebab itu pernikahan itu hendaknya dianggap sakral dan 
ditujukan untuk membentuk rumah tangga yang abadi dan sejahtera dalam 
mencari rezki, sebagaimana yang tercantum dalam Al-quran Surat An-Nur ayat 
32: 
 ُ َّاللَّ ُىِٓ ُُِْغٌ َءاََشُمف إََُُٕكٌ ٌْ ِإ ۚ ْىُكِئاَيِإ َٔ  ْىُكِدَاثِػ ٍْ ِي ٍَ ٍِِذنا َّصنا َٔ  ْىُكُْ ِي ٰىَيَاٌَْلأا إُذِكَْ َأ َٔ 
ىٍِهَػ ٌغِسا َٔ  ُ َّاللَّ َٔ  ۗ ِّ ِهَْضف ٍْ ِي 
Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. 
Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
36
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Selain itu tujuan pernikahan yang kedua  yaitu untuk menciptakan rasa 
tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yng bertanggung jawab 
dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenteram karena ada 
pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan 
perasaan dan suka duka, dan teman musyawarah dalam menghadapi berbagai 
persoalan.
37
 Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ar-Rum ayat 21: 
 ْىَُكٍُْ َت َمَؼَج َٔ  َآٍْ َِنإ إُُُكَْسِرن اًجا َٔ َْصأ ْىُكُِسفَْ َأ ٍْ ِي ْىَُكن ََكهَخ ٌْ َأ ِّ ِذَاٌآ ٍْ ِي َٔ ًِف ٌَّ ِۚإ ًح ًَ ْدَس َٔ  ًج َّد َٕ َي
 ٌَ ُٔش ََّكَفَرٌ ٍو ْٕ َِمن ٍخَاٌ ََ  َِكن َٰر 
Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
38
 
 
b. Hadist Rasulullah saw 
Dasar hukum dan tujuan pernikahan yang terdapat dalam hadist 
Rasulullah saw adalah: yang pertama untuk menunudukkan pandangan mata 
dan menjaga kehormatan diri. Hal ini tergambar dalam hadist nabi yang 
berbunyi : 
 ِباثشنا َشَشْؼَي اٌ لامف ٍباثش ٍشٌشل ٍْ ِي ٍَحٍِْرف َىهَػ َجَشَخ ىَّهسٔ ٍّهػ ُاللَّ ىَّهص ِاللَّ َلٕسس ٌَّ أ
 َل ْٕ َّطنا ُىكُي َعاطرسا ٍِ َي ءاَجِٔ  َُّن ُ َََِّّئف ِو ْٕ َّصنِات ِّ ٍْ َهََؼف َِّلاإ َٔ  ْج َّٔ ََضَرٍِن ْٔ َأ ْخِكُْ ٍََْهف  
Artinya: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda wahai para pemuda siapa 
diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena 
ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang 
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siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu 
menjadi tameng baginya.(HR. Bukhari dan Muslim.)
39
 
 
Tujuan dan dasar hukum yang kedua mendapatkan pertolongan dari 
Allah swt hal ini tergambar dalam hadist nabi berbunyi: 
 
  ٍػهػ ُاللَّ ىَّهص ِاللَّ َلٕسس لال, لال جسشٌشْ ىتإػ اللَّ ىهػ كد حث لاث ىَّهسٔ ٍّ ىَٓ
 ,اللَّ مٍثس ًف ذْ اجًنا َفافؼنا ُذٌُِشٌ يزنا ُخكاُنأ ، َءادلأا ُذٌشٌ يزنا َُةذاَك ًُ ْنأ ،
 ِأس(يساخثنا )ىهسي ٔ 
Artinya: Dari Abi Hurairah berkata bersabda Rasulullah saw ada tiga 
golongan yang mendapatkan hak pertolongan dari Allah swt, yang 
berjihad dijalan Allah, budak yang menebus dirinya supaya merdeka, 
orang yang menikah karena ingin memelihara kehormatan. (HR. 
Bukhari dan Muslim). 
 
Selain itu dengan melakukan perkawinan maka sudah menjalankan 
sunah Rasulullah saw. Hal ini tergambarkan dalam hadistnya:  
 
 اللَّ ل ٕسس ءاجف لٕمٌ اللَّ ًضس كهي ٍت سَا غًٍس َّا مٌٕطنا ذًٍد ًتا ذًٍد ٍػ
 ِأس( ًِرَُُّست ٍَّ َرسٍهف ًِذَشِْطف َّةدأ ًٍف , ًِرَُُّس ُحاكُنا ىهسٔ ٍّهػ ىهصيساخثنا  ٔ
)ىهسي  
Artinya : Dari Hamid ayah Hamid Atthauli bahwasanya mendengar Anas Bin 
Malik ra berkata: datang rasululullah pernikahan itu sunahku, maka 
barang siapa yang tidak mencintai fitrahku maka tidak termasuk 
dalam golonganku.
40
 
 
Pernikahan adalah salah satu perintah dari Agama kepada orang-orang 
sudah sanggup untuk segera melaksanakannya, karena dengan pernikahan 
dapat mengurangi maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina. 
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Dari beberapa tujuan pernikahan diatas, ,maka tujuan pernikahan 
sangatlah mulia. Karena selain mengingat antara dua orang tapi pernikahan 
juga bertujuan memperbanyak keturunan dan juga mengawinkan dua buah 
keluarga menjadi satu keluarga besar itulah indahnya pernikahan. 
Jika dilihat dari segi kesanggupan orang untuk melakukan pernikahan, 
maka hukum pernikahan dibagi pada beberapa bagian yaitu: 
a) Wajib yaitu bagi orang-orang yang telah mampu, yang akan menambah 
takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan 
menyelamatkannya dari perbuatan haram itu adalah hukumnya wajib. 
b) Haram yaitu bagi orang-orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu 
melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti 
memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal,dan kewajiban bathin seperti 
mencampuri Isteri. 
c) Sunah yaitu bagi orang-otang yang sudah mampu, tetapi dia masih sanggup 
mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka 
nikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan 
dalam Isalam. 
d) Mubah  yaitubagi orang-orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan 
dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah 
dan tidak haram bila tidak nikah.
41
 
e) Makruh yaitu bagi orang-orang yang  mempunyai kemampuan untuk 
melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan 
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33 
dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya orang seperti 
ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami 
isteri dengan baik.
42
 
E. Rukun Dan Syarat Sah pernikahan  
Pengertian rukun adalah sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah 
dan atau tidak sahnya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu sesuatu itu 
termasuk dalam dalam rangkaian pekerjaan itu seperti membasuh muka untuk 
berwudhu‟ dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin 
laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. 
Syarat sahnya suatu pernikahan apabila syarat tersebut sudah terpenuhi, 
maka pernikahan itu sah dan menentukan adanya hak dan kewajiban sebagai 
suami isteri. 
Dalam kitab fqih dikatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan 
mesti adanya syarat dan rukun pernikahan yaitu: 
a. Calon mempelai baik laki-laki ataupun perempuan syarat-syarat yang harus 
dipenuhi dalam pernikahan 
1. Calon mempelai laki-laki 
a) Beragama Islam 
b) Laki-laki 
c) Baligh 
d) Berakal 
e) Jelas orangnya 
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f) Dapat memberikan persetujuan 
g) Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaaan Ihram 
dan Haji
43
 
2. Calon memperlai perempuan 
a) Beragama Islam 
b)  Mempelai wanita tidak berstatus menjadi isteri orang lain 
c) Mempelai wanita jelas 
d) Wanita tidak pernah dinikahi oleh ayahnya 
e) Atas kemauan sendiri 
f) Telah memberikan izin kepada wali untuk dinikahkannya 
g) Belum pernah dili‟an (sumpah) oleh calon suaminya 
h) Tidak sedang menjalankan Ihram dan Haji 
3. Wali Nikah 
Pernikahan dilangsungkan oleh wali mempelai pihak perempuan atau 
wakilnya dengan calon suaminya atau wakilnya adapun syarat menjadi wali 
nikah adalah: 
a) Sudah dewasa dan berakal sehat dalam artian anak kecil atau orang gila 
tidak berhak menjadi wali 
b) Laki-laki 
c) Beragama Islam 
d) Orang merdeka 
e) Tidak berada dalam pengampuan 
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f) Berpikiran baik 
g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering 
terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara marwah atau sopan santun. 
h) Tidak sedang melakukan Ihram atau Haji. 
Dalam pernikahan hendaklah ada seorang wali nikah. Karena menurt 
sebahagian ulama tidak sah nikah tanpa ada seorang wali. Hal ini tergambar 
dalam sebuah hadist. 
 ٍلذَػ ْيَذْاشٔ ًٍّ نٕت َّلاإ َحاكَ لا 
Artinya : Tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang 
adail.(HR. Ahmad , Abu Daud, Ibnu Majah dan Tarmizi )
44
 
 
Adapun wali nikah yang diprioritaskan sebagai wali nikah untuk 
mempelai perempuan adalah:  
a) Ayah wanita yang akan dinikahkan itu 
b) Kakek, jika kakek tidak ada pindah ke ayahnya dari kakek keatas 
c) Saudara laki-laki seibu sebapak, jika tidak ada pindahlah perwaliannya 
kepada saudara laki-laki yang sebapak saja. 
d) Anak laki-laki dari saudara seibu sebapak jika tidak ada maka pindahlah 
perwaliannya kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak 
e) Paman seibu dan seayah dengan bapak jika tidak ada maka pindah 
perwaliannya kepada paman yang sebapak dan seayah 
f) Anak paman  
g) Paman dari mempelai dari pihak wanita dan seterusnya 
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h) Paman dari kakek mempelai wanita  
i) Anak laki-laki dari dari kakek mempelai wanita 
Peralihan wali dari ayah kepada yang lain terdapat dua kemungkinan. 
Yang pertama beralih kepada nashab yang lain seperti beralih kepada kakek 
(ayah dari ayah ), sedangkan yang kedua beralih kepada hakim. 
4. Dua orang saksi 
Para fuqaha sepakat bahwa saksi dalam majlis akad nikah tidak bisa 
diabaikan dalam arti bahwa saksi itu menjadi bagian yang terpenting dalam 
adak nikah. 
Menurut mazdhab Hanafi, Syafi‟i, Hambali, saksi merupakan syarat 
mutlak dalam akad nikah, artinya apabila dalam akad nikah tidak dihadiri oleh 
dua orang saksi maka akad nikahnya batal. Karena saksi merupakan salah satu 
rukun nikah. 
Saksi dalam akad nikah haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: 
1. Islam 
2. Baligh 
3. Berakal 
4. Adil 
5. Dapat berbicara 
6. Ingatannya baik 
7. Bersih dari tuduhan  
Dengan  demikian diwajibkannya adanya saksi dalam akad nikah dalam 
kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya salah satu dari 
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pihak mengingkari akad. Maka hal ini dapat dihindanri dengan adanya saksi 
dalam akad nikah, atau vila terjadi sengketa pernikahan dikemudian hari. 
5. Ijab dan Qabul 
Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama fqih bahwa Ijab dan 
Qabul adalah rukun nikah. Ijab adalah lafazd yang diucapkan oleh wali atau 
wakilnya. Sedangkan Qabul adalah lafazd yang diucapkan oleh calon suami 
atau wakilnya. 
Adapun syarat Ijab dan Qabul adalah sebagai berikut: 
1. Dilaksanakan dalam satu majlis  
2. Harus tawafuq artinya ada persesuaian isi mengenai maksud Ijab dengan 
maksud Qabulnya. 
3. Tidak diselai-selai oleh ungkapan lain  
4. Muwalah artinya berlanjut seketika 
Lafazd Ijab Qabul yang digunakan dalam akad nikah adalah lafazd 
Ankaha atau tazwij yang terjemahannya adalah nikah atau kawin. Karena kata-
kata itu terdapat dalam kitabullah dan demikianah pendapat Imam Syafi‟i dan 
Hambali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi boleh dengan kata-kata sedekah, 
Hibah, dan pemberian, karena kata ini merupakan majas dari kata nikah. 
 Ijab adalah perkataan yang menunjukkan kehendak pihak pertama 
(diucapkan wali pihak perempuan). Sedangkan Qabul  adalah persetujuan 
pihak kedua terhadap isi kehendak pihak pertama  (diucapkan oleh suami). 
Meskipun pembicaraan ijab dan Qabul ini diletakkan pada akhir 
pembahasan mengenai rukun nikah. Namun kedudukannya merupakan hal 
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yang terpenting dalam akad nikah. Meskipun rukun nikahnya yang lain telah 
terpenuhi. Tetapi tanpa adanya Ijab dan Qabul akad tidak akan terlaksana, 
karena dengan kata-kata Ijab dan Qabul itulah ikatan perjanjian untuk menikah 
itu terjadi. 
F. Larangan pernikahan dalam Islam 
Hukum perkawinan adalah sudah diatur sedemikian rupa oleh syariat 
sehingga dapat membentuk suatu umat yang ideal. Untuk mencapai tujuan 
akhir ini, Alquran dan Hadist telah menjelaskan dengan rinci tentang macam-
macam larangan perkawinan dalam Islam. 
Adapun larangan pernikahan dalam Islam disebut seorang laki-laki baik 
bersifat  sementara .Dalam Islam , mahramnya yang dilarang untuk menikah 
berbagai pada dua yaitu: 
1. Larangan yang bersifat tetap ( Mahram Muabbad ) 
Mahram muabbad adalah muhrim yang diharamkan nikah untuk 
selama-lamanya, walau bagaimanapun keadaannya. Larangan menikah untuk 
selamanya-lamanya terbagi dalam tiga golongan yaitu:  
A. Karena hubungan sedarah 
Larangan menikah karena hubungan sedarah ini telah dijelaskan dalam 
surat An-nisa ayat 23: 
 َٔ  ْىُُكر ٰٓ َُّيأ ْىُكٍْ َهَػ ْدَي ِّشُد ِدُْخْلأا ُد ُٰ َت َٔ  َِرْلأا ُد ُٰ َت َٔ  ْىُُكرٰهٰخ َٔ  ْىُُكر ًّٰ َػ َٔ  ْىُُكذ ٰٕ ََخأ َٔ  ْىُُكر ُٰ َت  
Artinya: diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, anal-anakmu yang 
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang 
perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
laki-laki, anak-anank perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan. (Qs. An-Nisa: 23 ) 
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Mahram karena hubungan sedarah terbagi kepada tujuh macam yaitu:  
a) Ibu-ibu ,maksudnya adalah ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan seterusnya 
keatas. 
b) Anak-anak perempuan maksudnya adalah anak-anak perempuan cucu-cucu 
perempuan dan seterusnya kebawah 
c) Saudara-saudara perempuan maksudnya adalah saudara-saudara perempuan 
sekamdung, seayah dan seibu 
d) Saudara-saudara ayah yang perempuan, termasuk juga didalamnya saudara 
nenek perempuan 
e) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki maksudnya 
adalah saudara laki-kaki kandung seayah atau seibu 
f) Anak-anak perempuan dari saudara perempuan maksudnya saudara 
perempuan yang sekandung se ayah atau seibu
45
 
C. Karena hubungan sepersusuan 
Diharamkan menikah karena sepesusuan yaitu: apabila seorang ibu 
menyusukan anak orang lain kepadanya, maka anak yang disusukan itu telah 
menjadi Mahram bagi keluarganya yang lain sebagaimana dijelaskan dalam 
firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23: 
 ِحَػاَض َّشنا ٍَ ِّي ْىُُكذ ٰٕ ََخأ َٔ  ْىَُكُْؼَضَْسأ ًْ ِر
ّٰنا ُىُُكر ٰٓ َُّيأ َٔ  
Artinya: Dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibu yang menyusukanmu dan 
saudara perempuan sepersusuan.(An-Nisa:23) 
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Zahir ayat ini menunjukan bahwa yang diharamkan karena susuan 
hanya ibu dan saudara sesusuan saja. Namun ayat ini diperkuat oleh hadist 
Nabi yang menjejerkan keharaman karena susuan sama dengan keharaman 
karena nasab yaitu:  
  ٍػ َىَّهسٔ ِّ ٍهػ ُاللَّ ىَّهص ِاللَّ ُلٕسس َلامف ُحشئاػ ٌَّ إ  َحػاضَّشنا  ُو ِّشَُذذ  اي ُو ِّشَُذذ  ُجدلإنا 
)حجي ٍتا ,يءاساُنا ٔدٔاد ٕتا,ىهسي ,يساخثنا ِؤاس( 
Artinya : Dari Aisyah Ra berkata Rasululullah saw. Susuan itu mengakibatkan 
mengakibatkan mahram sebagaimana karena nasab (kelahiran). (HR. 
Bukhari,Muslim, Abu Daud, An-Nasa’i dan Ibnu Majah)46 
 
 
 
Mahram yang dilarang menikah karena hubungan sepersusuan adalah: 
a) Ibu susuan yakni ibu yang menyusui maksudnya seorang wanita yang 
pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang 
disusui itu sehingga haram melakukan pernikahan. Demikian juga 
seterusnya secara garis lurus keatas, yakni nenek, (ibu dari ibu susuan dan 
ibu dari suami ibu susuan). 
b) Anak perempuan susuan maksudnya anak perempuan yang menyusu kepada 
isteri seorang, yakni anak perempuan susuan , anak perempuan dari anak 
laki-laki susuan maupun anak perempuan dari anak perempuan susuan dan 
seterusnya kebawah. 
c) Saudara perempuan dari ibu susuan. 
                                                             
46
 Yahya Bin Syarif An-Nawawi, Sahih Muslim,( Bairut: Dar Alkotub Al-Ilmiyah,2012) 
cet. Ke 2 hlm. 222 
 
  
     
 
41 
d) Saudara perempuan dari bapak susuan. 
e) Cucu perempuan dari ibu susuan. 
f) Saudara perempuan susuan baik kandung seayah atau seibu.47   
D. Karena hubungan pernikahan (Mushaharah) 
Mahram karena Mushaharah atau hubungan kekeluargaan telah 
dijelasakan dalam surat An-Nisa ayat 23: 
 ْىُُكذَآ َُّيأ ْىُكٍْ َهَػ ْدَي ِّشُد ِدُْخْلأا ُخَاَُت َٔ  َِرْلأا ُخَاَُت َٔ  ْىُُكذَلااَخ َٔ  ْىُُكذا ًَّ َػ َٔ  ْىُُكذا َٕ ََخأ َٔ  ْىُُكذَاَُت َٔ
 ِذ َّلانا ُىُُكِثئَاتَس َٔ  ْىُِكئاَِسَ ُخَآ َُّيأ َٔ  ِحَػاَض َّشنا ٍَ ِي ْىُُكذا َٕ ََخأ َٔ  ْىَُكُْؼَضَْسأ ًِذ َّلانا ُىُُكذَآ َُّيأ َٔ ًِف ً
 ُىُِكئاَِسَ ٍْ ِي ْىُكِسُٕجُد  ُِمئَلاَد َٔ  ْىُكٍْ َهَػ َحَاُُج ََلاف ٍَّ ِٓ ِت ُْىرْهَخَد إََُُٕكذ َْىن ٌْ ِ َئف ٍَّ ِٓ ِت ُْىرْهَخَد ًِذ َّلانا
 ٌَ اَك َ َّاللَّ ٌَّ ِإ ۗ ََفهَس َْذل اَي َِّلاإ ٍِ ٍْ َرُْخْلأا ٍَ ٍْ َت إُؼ ًَ َْجذ ٌْ َأ َٔ  ْىُكِتَلاَْصأ ٍْ ِي ٍَ ٌِزَّنا ُىُكِئَاَُْتأ اًسُٕفَغ 
ا ً ٍِدَس 
    Artinya: Diharamkan mengawini ibu-ibu isterimu(mertua), anak-anak 
isterimu dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu 
campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu(dan 
sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, 
(dan diharamkan bagimu ) isteri-isteri anak 
kandungmu(menantu), dan menghimpunkan dalam perkawinan 
dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada 
masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.(QS An-Nisa 23).
48
 
 
Mahram karena hubungan pernikahan ini adalah: 
a) Ibu dari isteri (ibu mertua). Nenek dari pihak ibu atau ayah si isteri. 
b) Anak perempuan dari isteri yang sudah dicampuri atau anak tiri, termasuk 
anak-anak perempuan dan anak-anak perempuan mereka atau cucu tiri 
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c) Isteri anaknya (menantu) atau isteri cucu dan seterusnya. 
d) Isteri ayah (ibu tiri) seseorang laki-laki haram mengawini janda ayahnya. 
Haramnya itu adalah semata-mata karena adanya akad meskipun siayah 
belum pernah menyetubuhinya.
49
  
B. Larangan yang bersifat sementara 
Keharaman menikah untuk sementara waktu berarti haramnya 
pernikahan selama ada keadaan tertentu pada seorang wanita akan tetapi 
apabila keadaan itu tidak ada, maka hukumnya menjadi mubah.  
Adapun halangan menikah untuk sementara terbagai pada beberapa 
golongan yaitu: 
1. Menghimpun dua orang bersaudara dalam pernikahan. Larangan ini berlaku 
selama isteri masih hidup dan pernikahan masih utuh. Bila isterinya 
meninggal, maka suami tersebut tidak ada halangan untuk menikahi adek 
bekas isterinya. Larangan ini juga berlaku atas bibi terhadap keponakannya 
yang perempuan. 
2. Wanita yang masih terikat dengan suaminya termasuk jugta wanita yang 
sedang mengalami iddah dari talak raj’i, karena dalam masa tersebut suami 
masih mempunyai hak penuh untuk ruju‟ kepada isteri. 
3. Wanita-wanita musyrik sehingga beriman. 
4. Nikah dengan penzina, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan 
menikah dengan penzina. Hal ini diterangkan dalam surat An-Nur ayat 3. 
Menurut Zumhur ulama ayat ini merupakan celaan bagi orang yeng menikah 
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dengan penzina. Hukum menikah dengan orang penzina itu bukan haram 
tapi merupakan celaan oleh syara‟. Maksudnya adalah perbuatan zina itu 
yang haram bukan haram menikah dengan penzina. Menurut mazhab ahlul 
Zahir haram dalam ayat ini adalah haram menikah dengan penzina, 
demikian pula sebaliknya.
50
 
5. Orang sedang ihram, baik ibadah ihram haji maupun ihram ibadah umrah. 
Setelah ihramnya selesai maka tidak ada halangan untuk menikahinya. 
6. Nikah dengan wanita yang di li’an, (sumpah suami yang menuduh isterinya 
berzina). 
7. Wanita-wanita Musyrik hingga ia beriman.51  
Selain larangan pernikahan diatas masih ada beberapa jenis larangan 
pernikahan yang dilarang syara‟ adalah: 
1. Nikah Syighar  
Nikah Syighar adalah apabila seorang lelaki menikahkan seorang 
perempuan dibawah kekuasaannya dengan lelaki lain, dengan syarat bahwa 
lelaki ini juga harus menikahkan perempuan dibawah kekuasaannya dengan 
lelaki pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan tersebut. 
Sabda Rasulullah Saw: 
 ٍّهػ ُاللَّ ىَّهَص ِ َّاللَّ َلٕسَس ٌَّ أ َىهػ ََُّرُْتا ُمُج َّشنا َج ِّٔ َُضٌ ٌْ أ ُساَغ ِّشنأ ِساَغ ِّشنا ٍِ َػ َىَٓ  َىَّهسٔ
 ٌقاَذَص آًٍَُُْ ت َسٍن ،ََُّرُْتا ُشَخَا َُّج ِّٔ َُضٌ ٌْ أ. 
Artinya : Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Sedang 
nikah syighar itu ialah seorang laki-laki menikahkan anak 
perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus 
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dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya 
tanpa mahar.(HR. Bukhari dan Muslim)
52
 
 
2. Nikah Muhallil 
Nikah Muhallil adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan 
bekas isteri yang telah di talak tiga kali. Nikah Muhallil ini merupakan 
pernikahan yang dilarang dalam syariat Islam. 
َّن َمَّهَذ ًُ ْنا َٔ  َمِّهَذ ًُ نا َىَّهَس َٔ  ِّ ٍْ َهَػ ُ َّاللَّ ىَّهَص ِاللَّ ُل ْٕ ُسَس ٍَ ََؼن 
Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat al muhalil ( orang 
yang menikahi wanita yang ditalak tiga supaya suaminya yang 
pertama dapat menikahinya kembali) dan Muhallahu (orang yang 
mentalak isterinya dengan talak tiga dan ingin menikahinya 
kembali). (HR Abu Daud)
53
 
 
3. Nikah Mut’ah 
Nikah Mut’ah adalah pernikahan yang terputus maksudnya seorang 
lelaki menikahi seorang perempuan untuk sehari, seminggu, sebulan, atau yang 
lainnya. Pernikahan ini tanpa thalak artinya dengan berakhir kontrak nikah 
maka secara otomatis jatuh talak, tanpa iddah, dan tanpa warisan. Tujuan 
pernikahan ini adalah untuk mendapatkan manfaat dan ksesenangan dengan 
pernikahan itu hingga waktu yang telah ditentukan. 
Sabda Rasulullah Saw: 
حؼري وشد ىهسٔ ٍّهػ اللَّ ىهص ًَّ ثُنا ٌّ أ ءاسُنا  
Artinya : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa salla melarang nikah mut’ah pada 
wanita.(HR Abu Daud)
54
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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari  hasil penelitian ini dapat diperoleh beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Larangan menikah anak dari marangka maranggi (saudara laki-laki 
kandung) ayahnya merupakan larangan pernikahan oleh adat disebabkan 
karena itu dikategorikan masih saudaranya sendiri dan tidak baik untuk 
menikah. 
2. Sanksi adat larangan menikah anak dari marangka maranggi (saudara laki-
laki kandung) ayahnya adalah sebagai berikut: dipotong seekor kerbau 
diusir dari Desa Hutaraja, dikeluarkan dari marganya. 
3. Ditinjau menurut hukum Islam, larangan menikah anak dari marangka 
maranggi (saudara laki-laki kandung) ayahnya ini bertentangan dengan 
hukum Islam, karena adat mengharamkan apa-apa yang telah Allah halalkan 
sebagaimana yang dijelaskan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 87. Dengan 
demikian apabila ada masyarakat Desa Hutaraja yang melanggar larangan 
menikah anak dari marangka maranggi ayahnya maka hukumnya (Mubah) 
atau boleh. Adapun sanksi yang diberlakukan bagi yang melanggar menikah 
anak dari marangka maranggi (saudara laki-laki kandung)  ayahnya ini 
tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan hukum Islam. 
 
 
57 
  
     
 
58 
B. Saran 
Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka penulis 
ingin menyampikan beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya bagi kita 
semua. Adapun beberapa saran tersebut antara lain: 
1. Tradisi merupakan kepercayaan masyarakat yang diyakini secara turun 
menurun, oleh karena itu dalam hal mengambil keputusan hukum 
berdasarkan tradisi tersebut diperlukan pertimbangan hukum dari segi 
prespektif Islam. 
2. Kepada masyarakat Desa Hutaraja dan tokoh adat hendaknya tidak 
melarang menikah anak dari marangka maranggi (saudara laki-laki 
kandung) ayahnya lagi, karena dasarnya menikah anak dari marangka 
maranggi (saudara laki-laki kandung)  ayahnya tidak dilarang untuk 
melangsungkan pernikahan, dan tidak ada nash yang melarangnya 
3. Kepada Harajaon atau tokoh adat penulis mengharapkan sanksi adat yang 
diberlakukan bagi masyarakat Desa Hutaraja yang melanggar larangan 
menikah anak dari marangka maranggi (saudara laki-laki kandung)  
ayahnya sebaiknya ditiadakan saja, karena hal ini tidak ada dalilnya dan 
bertentangan dengan hukum Islam. 
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1. Siapa nama Bapak/Ibu? 
2. Kapan Bapak/Ibu menikah? 
3. Berapa tanggal lahir Bapak/Ibu?  
4. Apa dampak positif dan Negatifnya dari larangan Nikah Marangka Maranggi? 
5. Apakah Larangan Nikah Marangka Maranggi ini sesuai dengan hukum Islam? 
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